
GUBERNUR LAM PUJL'fG 

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOM OR 88 TAHUN 2 0 18 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
 
UNI T PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PE OE BANGAN BANGUNAN
 

GEDUNG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN SUMBER
 
DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUMAN YANG :MAHA ESA 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa dalam rangka menindaklanju ti Pera tu ra n Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan 
Peratura n Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Da era h , perlu dilakukan 
penata a n Un it Pelaksana Teknis Daera h pada Dinas Cipta 
Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Daera h Balai Pen gembangan 
Bangunan Gedung pada Dina s Cipta Karya dan Pengelolaan 
Sumber Daya Air Provinsi Lampu n g; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pem ben tu ka n Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nemer 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Su m ater a Selatan menjadi Un d an g-Unda n g; 

2.	 Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perunda ng-u ndangan; 

3.	 Undang-Undang Nemer 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

4 .	 Undang-Undang Nom or 2 3 Tahun 2014 te n tang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Unda.n g-Undang Nornor 9 Tahun 
201 5; 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah ; 

6.	 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 



Menetapkan 
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7.	 Peraturan Men teri Dalam Negeri Nom or 70 Tahun 2011 
tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

8.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hu kum Daerah; 

9.	 Pera turan Menteri Da la m Negeri Nomor 12 Ta hun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

10.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Lam pung sebagaima na tela h diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi La m pu n g Nomor 17 Tahun 2017; 

11.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Pembentukan Produ k Hu ku m Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TE~NTANG PEMBENTUKAN, 
ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DAERAH BALAI PENGEMB GAN BANGUNAN GEDUNG 
PADA DINAS CIPTA KARYA DAl~ PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG. 

BAD I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 

1.	 Daerah adalah Daerah Provinsi Lamp u ng. 

2.	 Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung. 

3.	 Gu bern u r ad alah Gu bernu r Lampu n g. 

4 .	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Lampung. 

5.	 Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung. 

6 .	 Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air adalah 
Dinas Cip ta Karya dan Penge lolaan Sumber Daya Air 
Provinsi Lampung. 

7.	 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
UPTD adalah Unit Pelaksana Tekn is Daerah Balai 
Pengembangan Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya 
dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provin s i Lampung. 

8 .	 Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air 
Daerah adalah Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan 
Sumber Daya Air Provinsi Lampu ng. 

9.	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Bangunan 
Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber 
Daya Air Provinsi Lampung. 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasa rkan pada keahlian dan 
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 
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BAB II 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu
 

Pembentukan
 

Pasa1 2
 

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Balai Pengembangan Bangunan 
Gedung pada Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 

Pasa1 3 

(1) UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung 
bertanggungjawab kep a da Kepala Dinas Cipta 
Sumber Daya Air Provinsi Lampung. 

berada di 
Ka rya dan 

bawah 
Pengelo

dan 
la an 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD. 

Paragraf 1 

Tugas dan Fungs i 

Pasa14 

(1)	 UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung mempunyai tugas 
melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan Pusat Informasi 
Pengembangan Permukiman dan Ban gunan (PIP2B). 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD 
Balai Pengembangan Bangunan Gedu ng, mempunyai fungsi: 
a.	 pelaksanaan pelayanan pengembangan bangunan gedung; 

b.	 pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan dan strategis pengembangan, 
melakukan sos ia lisa s i peratu ra n, pernbin aan , pengawa sa n dan evaluasi; 

c.	 pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; 

d.	 pelaksanaan administrasi UPTD; dan 
e.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

BABIII 

SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasa15 

(1)	 Susunan Organisasi pada UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung, 
terdiri dari: 

a.	 Kepala; 
b .	 Sub Bagian Tata Usaha; 

c.	 Seksi Data dan Informasi; 

d.	 Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkata n Kompeten si; dan 
e.	 Kelompok Jabatan Fungsiona1. 
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(2)	 Sub Bagian Ta ta Usaha sebaga ima n a di m aksud pada aya t (1) huruf b, 
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD . 

(3)	 Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah 
dan bertanggungjawa b kepada Kepala UPTD. 

(4)	 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) 
huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di 
b aw ah d an b ertanggun gj aw a b kepada Kepala UPTD . 

(5)	 Bagan Organisasi UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung 
sebagaimana tercantum da lam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubernur ini. 

Bagian Kedua 

Rincian Tugas 

Paragraf 1 

Kepala UPTD 

Pasa16 

(1)	 Kepala UPTD Balai Pengembangan Bangunan Gedung mempunyai tugas 
memimpin mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD 
Balai Pengembangan Bangunan Gedung sesua i den ga n kebijakan yang 
ditetapkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air 
Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berla ku . 

(2)	 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala UPTD Balai Pengembangan Banguna n Gedung, mem pu nyai fungsi: 
a.	 pelaksanaan kebijakan, termasuk ke bij a kan dan strategis pengembangan, 

melakukan sosialisasi peraturan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi; 
b .	 penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijaka n di bidang 

pengembangan bangunan gedung; 
c.	 penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi di 

bidang pengem ba n ga n bangunan gedun g; 
d.	 penyiapan pemberian bimbingan dan bantuan teknis serta supervisi 

untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan dalam tertib 
penyelenggaraan pengembangan bangunan gedung; 

e.	 pengelolaan sistem data dan informasi pengembangan bangunan gedung; 
dan 

f.	 pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan. 

Paragraf2 

Sub Bagian Tata Usah a 

Pasa17 

(1)	 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mela ksa n a ka n urusan 
ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan rumah tangga 
UPTD. 

(2)	 Rincian tugas Sub Bagian Tata Usah a, adalah sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan urusan ketatausahaan; 
b.	 melaksanakan urusan keu a ngan; 
c.	 melaksanakan urusan kepegawaian; 
d.	 melaksanakan urusan perencanaan; 
e.	 melaksanakan urusan rumah tangga; 
f.	 menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan; dan 
g.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a tas an . 
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Paragraf 3 

Seksi Data dan Informasi 

Pasa18 

(1)	 Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 
inforrnasi tekn is d an da ta permukima n da n bangu na n , pelayanan in form as i 
dan penyusunan peraturan, pedornan, norma, standar dan manual bidang 
pemukiman dan bangunan, pelayanan informasi pasar, perkembangan 
teknologi permukiman dan bangunan dan pameran dan promosi 
pembangunan. 

(2)	 Rincian tugas Seksi Da ta d an In formasi, adalah se ba gai beriku t: 

a.	 melaksanakan pelayanan informasi teknis dan data permukiman dan 
bangunan; 

b.	 melaksanakan pelayanan informasi dan penyusunan peraturan, pedoman, 
norma, standar dan manual bidang pemukiman dan bangunan; 

c.	 melaksanakan pelayana n in forma si pasar, perkembanga n te knologi 
permukiman dan bangunan; 

d.	 melaksanakan pameran dan promosi pembangunan; dan 

e.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf 4 

Seksi Konsultas i Teknis dan Penrngkatan Kompetensi 

Pasal 9 

(1)	 Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas 
melaksanakan pelayanan jasa konsultasi, saran teknis, fasilitasi diklat dan 
bimbingan teknis. 

(2)	 Rincian Tugas Seksi Konsultasi Teknis dan Peningkatan Kompetensi , adalah 
sebagai berikut: 
a.	 melaksanakan pelayanan jasa konsultasi dan saran teknis; 

b .	 melaksanakan fa s ilita si dikla t dan bimbingan tek n is ; dan 

c.	 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

BABIV 

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

Pasall0 

(1)	 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIlb 
atau jabatan administrator. 

(2)	 Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas 
A merupakan jabatan es elon TVa atau jaba tan pengawas. 

BABV 

KEPEGAWAIAN 

Pasalll 

(1)	 Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pen gangkatan Pejaba t d an Pegawai sebagaimana dim aksu d pada ayat (1) 
harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan 
Pemerintahan yang ditangani. 
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BABVI 

TATAKERJA 

Pasal 12 

(1)	 Kepala UPTD dalarn melaksanakan tugas menera pkan pnnsIp koord in a s i, 
integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpin nya. 

(2)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan s istem pengendal ian internal di 
lingkungan masing-masing. 

(3)	 Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4)	 Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya. 

DAB VII 

KETENTUAN PENUTUIP 

Pasal13 

Dengan berlakunya Pera turan Gubemur im, maka Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal14 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gu bernu r ini lebih lanjut 
diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber 
Daya Air setelah mendapat persetujuan dari Gubernu r . 

PawlS 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal d iu ndangkan.
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerin tahkan pengundangan
 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
 
Lampung.
 

Diteta pkan di Telukbetung 
pada. tanggal , 28 Desember 2018 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Diundangkan di Telukbetung 

pada tanggal Salinan sesuai engan aslinya 
Pj.	 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG, KEPALA SI 0 HUKUM1, 

ttd 

ZULFIKAR, SH. MH Ir. HAMARTONI AHADIS. M.Si 
Pembina Utama Muda Pembina Utama Madya 

NIP. 19680428 199203 1 003NIP.19640209 198903 1 008 

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 88
 



UPTD DINAS CIPTA KARYA DAN PENGELOLAAN LAM P1RAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG 
SUMBER DAYA AIR PROVlNSI LAMPUNG NOMOR 88 TAHUN 20 18 

TANGGAL : 28 DESEMBER 2018 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 
UPTD BALA! PENGEMBANGAN BANGUNAN GEDUNG
 

KEPALA ] 
Sub Bagian 
Tata Usaha 

I I 
Seksi Seksi 

Data dan Informasi Kon sul ta s i Teknis dan 
Pen in gk a tan Kom petensi 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 

I 
I 
I 

GUBERNUR LAMPUNG, 

ttd 

M. RIDHO FICARDO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BI 0 HUKUM, 

ZU LFlKAR, S lI , Mli
 
Pembina Utama Muda
 

NIP. 196 804 2 8 199 203 1 003
 


